
GUBER}IIIR LAMPT'NG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi
lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru
terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk
mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan
perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelanj utan;

b. bahwa dalam rangka melaksanal<an ketentuan Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi
Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Tahun 2Ol9 - 2024, Gubernur perlu menyusun
Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelanjutan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I l,ampung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan
menjadi Undang-Undang (lrbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang_undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta ferja fraenjadi
UndangUndalg (Lrmbaran Negara Republii Indonesia
Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6g41);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 tentang PenetapanPemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi UndangUndang (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 308 Tahun 2014 Tambahan lembaran Negara
Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerl'a
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 201, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Ientang Cipta Keq'a
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Sistem Sertifrkasi Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
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1O. Instruksi Presiden (lnpres) Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Tahun 2Ol9-2O24 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688);

I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara
Nomor 1377 Tahun2O2Ol;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (kmbaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun
2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2Ol9-2O24 (Lembaran
Daerah Provinsi t^ampung Tahun 2O21 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATT'RAN GT'BERIYIIR TENTANG REilCAITA ANSI
DAIRAH KELAPA SAWIT BERI(ELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagaipenyelenggara urusan pemerintahan daerah yaigmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yan!

menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur l.ampung.
4. Kabupaten adalah Kabupaten se_pro,rinsi lampung.
5. Dinas Perkebunan provinsi Lampung adalah perangkat

?.":$ yang menyelenggarakan 
".i*.r-p"-.rintahandi bidang perkebunan.

Menetapkan

-3-
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6. Instansi Penanggung Jawab adalah dinas/lembaga/unit pelaksana teknis
yang menjadi kunci (leading secfor) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan
menjalankan fungsi koordinasi.

7. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis,
dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah
rencana aksi.

8. Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan
perkebunan.

9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha
perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.

10. Usaha perkebunan sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit
yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya maupun plasma.

11. Pelaku usaha perkebunan adalah perusahaan perkebunan milik warga
negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha
perkebunan dengan skala tertentu.

12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang beke{a dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

13. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya
alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya,
panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.

14. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang
dan jasa perkebunan kelapa sawit.

15. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable
Palm OiIl yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang
perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah
lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di
Indonesia.

16. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud da-lam Pasal
19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk hak atas
tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun
dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan da'lam buku
tanah.

17. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya
disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

18. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri
Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukkan terakhir tentang
kawasan hutan Provinsi l^ampung.

19. l,ahan Ikitis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara
fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh al,am dan perbuatan
manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman / pohon
(budidaya).

20. Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan L^ampung, yang
selanjutnya disebut sebagai RAD-KSB r,ampung, aaaun dokumen ?ncanaaksi untuk pelaksanaan bgrbagai kegiatan dJam rangk" -""i"gr."tt..,kapasit:s dan kapabilitas.pekebun, penyelesaian status dillegJi"""i r*r"",pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, ii""-i"gt.*""diplomasi untuk mencapai perkeb..ri, k"l"p. sawit indone;; yurrgberkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkeb""", t"i"p" 

""*itberkelanjutan di l,ampung.
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Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah untuk mengitegrasikan RAD-KSB lampung ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

(21 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi lebih terarah, terintegrasi
dan pelaksanzrannya mendapat dukungan para pihak.

BAB II
RAD-KSB

Pasal 3

(l) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Aksi Daerah Kelapa
Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) l^ampung.

(21 RAD KSB l,ampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk
periode 5 (lima) tahun.

Pasal 4

(1) Dokumen RAD-KSB Lampung terdiri atas:

(2t

a. Bab I: Pendahuluan.
b. Bab II: Integrasi Program dan Kegiatan.
c. Bab III: Penyelenggaraan Rencana Aksi.
d. Bab IV: Penutup.

Dokumen RAD-KSB I-ampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) RAD-KSB l.ampung berasaskan:
a. manfaat dan berkelanjutan;
b. keterpaduan;
c. kebersamaan;
d. keterbukaan;
e. keharmonisasian; dan
f. berkeadilan.

(2) RAD-KSB Lampung ditaksanakan
kewenangan masing-masing, sesuai
undangan.

berdasarkan tugas,
ketentuan peraturan

fungsi dan
perundang-

Pasal 6
(1) Pelaksanaan RAD-KSB Lampung dilakukan

pelaksana daerah, yang terdiri dari:
a. Dinas;
b. Perangkat Daerah pelaksana;
c. Mitra Pendukung;
d. Pelaku Usaha; dan

secara koordinatif oleh tim

e Para pihak terkait perkebunan kelapa sawit serta dapat mengikutseftakanperan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(21 Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh
Gubernur.

(3) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berada di Dinas.

BAB III
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 7

Strategi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan meliputi:
a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa

sawit berkelanjutan;

b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun
masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;

d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan
memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;

e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi
jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;

f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri
yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan
usaha lainnya;

g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan
investasi foagi pekebun;

h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan

i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk
pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 8

Arah Kebijakan RAD-KSB Lampung bertujuan untuk:
a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak

dalam mencapai tujuan pembangunan Kerapa Sawit BerkihnJutan
di Daerah; dan

c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan
pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9
(1) Gubemur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan

RAD-KSB lampung.
(21 Pembinaan dan pengawasan sebaga i661s dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.
(3) Dinas melaporkan hasil pelalsanaan capaian RAD-KSB Lampung kepadaGubernur secara berkala setiap 6 (enam) t"r- ut"" 1"iJiu-*attudiperlukan.
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BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RAD-KSB l,ampung bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan

perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal l1
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar ta.mpung
pada tanggal 25 Juni 2025

GT'BER.ITT'R I,AMPUNG,

ttd

RAIIMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar t^ampung
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVUTSI LAUPUIIG,

ttd

\-' BERITA DA"ERAH PROVITSI LI\MPITI{G TAHUIC 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

j
Yudhi Alfadri- S.H .. MM
Pembina Utama Muda
NrP. 19710629 199703 I 001

MARINDO KURNIAWAN
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